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BUPATI BARITO SETATAST

PROVIHSI I{ALITIAISTAIT TEIIGAIT

PERATURAil BI'PA?I BARITO SELATAI{

I{O![OR TAIIUN 2019
TENTAI{G

PERUBAIIAIT ATAS PERA?I'RAI{ BT'FA?I TTO}IIOR 2 T*III'!5 2018 TEITT,A,IEG
?AMSAIIATI PEITGI{ASIL]UIT BAGI PEGAWAI ITEGERI SIPil, DI LIITGKTII'TG*fl

PEMERINTAII I{ABUPATEII BARITO SELATAN

DEITGAIT RAIIIEAT TITI{.*TY YSISG MAIIA ESA

BTIPATI BARITI} STLA?Ail,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin pNS dan CpNS di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito selata:r maka
dipandang perlu untuk mengubah sistem pembayaren dan
sistem pengeLolaan dana tarrebahan penghasilan bagi pNS dan
CPNS;

b" bahwa berdasarkart pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor z rahun 20 1g

tentalg Tambahan Penghasilan Bagi pegawai Negeri sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupatea Barita Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun i95q tentang penetapan

undang-undang Nomor 3 Tahun 1gs3 tentang perpanjangan

Pembentukan Daerah Tingkat II di Karimantan {Lembaran
Negara Tahun 1953 Nomor g ) sebagai undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1gs9 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1g2o);

2- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2aas
Nomor 47, Ta:rtbahan Lembaran Negara Nomcr ae86| ;
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Undang-Undang Nomor I" Tahun 2OA4 tentang

Perbendahar aan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Talrun 2AA4 Nornor 5, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Negara Nomor a365);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AA4 tentang Pemer-iksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Tahun 2AO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik indonesia Nomor aaA}l ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AO9 tentang Pelayanan

trublik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg

Ncmor 112, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038 );
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 144,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O63);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2AA9 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 153,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5672);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2AH tentang Aparatur Sipil
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA

oahan Lembaran Negara Republik indonesiaNomor 6, Taml

Nomor 5a9\;
Undang:Undang Nomor 23 Tahun 2AM tentang Pemerintahan

Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZAi+
Nomor 224, Tarnbahan Lembaran i\egara Republik Indonesia

Nomor 5507); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
Cengan Undang:Undang Nornor 9 Tahr-rn 2A15 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun ZA14

tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2A15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679 j;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2O1O tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 20LC Nomor 74, Tarnbahan Lembaran Negara Repr-rblik

Indonesia Nomor 5135) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1A tentang Standar

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik ind,onesia

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Repubiik Indonesia Nomor 5165) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 1,2 Tahun 2Al9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negar=a Republik

Indonesia Tahun 2A!9 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322) ;

!4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman trengelolaan Keuangan Daerah sel-ragaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan iVlenteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OLl tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Datram Negeri Nomor 13 Tahun 2AA5

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (tserita Negara

Republik InConesia Tahun 2Ail Nomor 31O);

15. Peratrrran Menteri Dalam },tregeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daera.h (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2A75 Nomor 2A36i, setragaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor

12O ?ahun 2018 Tentang Perubahan Atas Feraturan Menteri

Daiam Negeri Nomor 80 Tahun 2A15 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol8 Nomor 157);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun

2A16 tentang Pembentukan dan Susunal Perangkat Daerah

Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito

Selatan Tahun 2A16 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SiPiL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEI{ BARITO
SELATAN.

Pasal I

Beberapa keientuan dalam Peraturan Bupati Barito Selatarr Nomor 2 Tahun
2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
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(Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2OL8

berikut:
Kabupaten Barito Selatan
Nomor 2), diubah sebagai

1. Ketentuan Pasal 1 tambah kar_ 2 {dua) angka yaitu ang}a 20 (dua puluh) dan

angka2l(duapuluhsatu),sehinggaberbunyisebaga-iberikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. pemerintah Daerah adalah Kepaia Daerah sebagai unsur

penyelen ggara Pemerint ahan Daerah yang memimpin

pelaksanaanLlrusanPemerintahanyangmenja-dikewenangan
daerah otonom.

2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan'

3. pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah

warga negara Ind,onesia yang memenuhi syarat tertentu,

diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap

oleh Pejabat Pembina Kepeganvaian untuk menduduki Jabatan

Pemerintahan.

4. Calon Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disingkat cPNS

adalah walga negara Indonesia yang meiamar, lu1us seleksi dan

diangkat untuk dipersiapkan untuk menjadi Pegawai Negeri

Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah tlnsur
pembantu Bupati dan Dewan Perwakila-n Rakyat Daerah
kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Femerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

6. Tambahan Penghasilan adalah Tambahan Penghasilan yang
diberikan kepada Pegawai Negeri Sipildi Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Barito Selatan yang dimaksudkan untuk
meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.

7. Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh yang seianjutnya
disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umurn Daerah Jaraga
Sasarneh Buntok.

8. Dokter adalah Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi
yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito
Selatan.

9. Apoteker adalah Apoteker yang bertugas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
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Perawat adalah Perawat yang Lrertugas
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

di Lingkungan

11. Bidan aCaiah Bidan yang bertugas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bariio Selatan.

12. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Dinas/Badan/Unit
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahr Kabupaterr Bari'r-o

Selatan.

13. Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat
dan ditugaskan secara penuh dalam jat-.atan struktural sesuai
dengan ketentuan Peraturan Pemndang-undangan yang berada
di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Barito Selatan.

14. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.

15. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
seseorang Pegawai Negeri Sipil dalann rangka menjalankan trrgas
pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk
mencapai tujuan organisasi.

16. Pejabat Fungsional Umum adalah Pega.rai Negeri Sipil yang
diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional umum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berada di Lingkungan Pemerintah Kal:upaten Barito Selatan.

17,Tq]nqtqn E-rrnocinnql ferfentrr qrlqlqh lzedrrrlrrLqn iiqnor qrrEurvrrqr

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
seseorang Pegawai, Negeri Sipil dalarn suatrr satrran organisasi
yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlial
dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan
kenaikan pangkatn5ra disyaratkan dengan angka kredit.

18. Pejabat Fungsional tertentu ad.alah Pegawai Negeri Sipil yarrg
diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional tertentu
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berada di Lingkungan Femerintah Kabupaten Barito Selatan.

19. Kelangkaan Profesi adalah bidang pekerjaan yang dibebankarr
kepada. PNS yang rnerniliki ketrarnpilan khr.rsus / keakrlian
tertentu dan langka.

20. Fece ID atau teknclogi pemindai wajah adalah teknologi
pengaman biometrik dengan rnenggunakan pengenalan wajah
yang akan digunakan pada rnesin kehadiran sebagai bukti
kehadiran.
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2L ' Fingerpnnt recognition atau teknologi pemind.ai sidik jari adalah
adaiair sebualr perangkat eiektrcr:ik yang digunakan untuk
menangkap gambar digital dari pola sidik jari yang j..g. disebut
pemindaian hidup. pemindaian hidup adaJah pemrosesan digital
untuk membuat sebuah ternplate biorrretrik y-ang disirrrpan dan
Cigunakan untuk pencocokan.

2. Ketentuan Pasal 11 huruf g dihapus, sehingga berbun].i sebagai beikut :

Pasal 11

a. Mengambil cuti besar pada
b. Mengambii cuti di iuar

bersangkutan;

bulan yang bersangkutan;
tanggungan Negara paria buian yang

c. Tugas belajar untuk pendidikan D3, S1, S2 dan 53;
d' PNS dan CPNS titipan yang bekerja di luar Pemerintah Kabupaten

Barito Selatan;
e' Pejabat, PNS dan CPNS yang berstatus tersangka atau terrdaku,a atau

terpid_ana;
f' PNS dan CPNS yang sedang menjalani pemberhentian sementara.

dan/atau
g. Dihapus.

3. Di antara Pasal 1i dan Pasal 12 disisipkan 3 {tiga} Pasal yaitu pasal 11a, 11 b
dan Pasal 11 c, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11 a

(1) Besaran Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud
daiam Pasal 7 ditentukan ciengan angka kehadiran harian pNS dan
CPNS meialui teknologi face id. dan Fiigerpint recognitianyangsuciah
terpasang pada masing masing organisasi perangkat Daerah, dengan
ketentuan :

a. Pagi dari pukul 06.45 wIB sampai dengan pukur 07.15 wIB
b. sore dari pukul 15.15 rIJIB sampai dengaa pukui 1s.45 \ryIB

(2) Bagi PNS dan CPNS Guru, pNS dan cpNS Tenaga Kesehatan serta
PNS dan ctrNS lainnya, yang betugas di Daerah terpencil yang tidak
rnernungkinkan penggunaan teknologi face id dan
Fingerprint recognition maka angka kehadirannya ditetapkan
berdasarkan daftar hadir yang disahkan oleh pimpinannya clan
riiketahui oieh atasan iangsung pimpinannya, dengan ketentuan :

a-. Pagi dari pukul 06.45 wIB. sampai dengan pukul 07.1s wIB
b. sore dari pukul 15.15 wIB sampai dengan pukul 1s.45 wIB

Pasal 11 b

(1) PNS dan CPNS yang melaksanakan perjalanan dinas dan Diklat tetap
diberikan Tambahan penghasiian, dengan melampirkan surat
Perirrtah Tugas cian surat keierangan mengikuti dikiat/kegiatan yang
diberikan oleh instansi pelaksana diklat.
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(2i PNS dan CPNS yang melal.:ukan kegiatan di luar kantor dan tidak
memungkinkan kembaliltiba dikantor sesuai dengan w,aktu yang
ditetapkan akan tetap diakui kehadirannya dengan melampirkan
bukti kegiatan berupa undangan, Keputusan tentang Kepanitiaan
dan atau ioto-foto kegiatan.

(3) Bukti kegiatan dimaksud pada a].at (2) diserahkan kepada
Adrninistrator yang ditury'uk oleh Kepala PD dalam rangka bertugas
untuk mengelola peralatan face id dan Fingerprint recognition dan
sekaligus mencetak rekapan kehadiran hariannya.

Pasal 11 c

PNS dan CPNS dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan dengan
ketentuan :

a. Akumulasi Persentase pengurangan Tambahan Penghasilan bagi PNS
dan CPNS yang terlambat masuk kerja :

- O,5O o/o dari Tambahan Penghasilan per bulan untuk
keterlambatan 1 menit sampai dengan < .3O menit per hari.

- 1,C0 o/o dari Tambahan Penghasilan per bulan untuk
keterlambatan 31 menit sampai derrgan < 6C menit per hari.

- 1,25 ok dari Tambahan Penghasilan untuk keterlambaian 61
sampai d,engan < 9C menit per hari.

- 1,50 0,6 dariTambahan Penghasilan untuk keterlambatan > 90
menit latau tidak mengisi daftar hadir masuk keqa per hari.

b. Akumulasi Persentase pengurangail. Tambahan Penghasilan bagi PNS
dan CPNS yang pulang kerja'sebelum waktunya :

- O,5O a/a d.ari Tambahan Penghasilan per bulan untuk
keterlamkratan 1 menit sampai dengan < 3O menit per hari.

: 1,OO a/a dari Tambahan Penghasilan per bulan untuk
keterlambatan 31 menit sampai dengan < 6C menit per hari.

- 1,25 yo dari Tambahan Penghasilan untuk keterlambatan 6t
sampai dengan < 9C menit per hari.

- 1,5O o/o Cari Tarnbahan Penghasitran untuk keterlarnbatan > 90
menit f a+,au tidak mengisi daftar hadir masuk kerja per hari.

c. Persentase Pengurangan Tarnbahan Penghasilan bagi PIiIS dan CPNS
yang tidak masuk kerja (tanpa keterangan) adaiah sebesar 3,AO o/o

tambahan penghasilan per bulan per hari.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini muiai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya daiam Berita Daerah Kabupaten Earito
Selatan.

2419

Diundangkan di QqIrtoJ< _ or}1r)LU T1

'ARIS DAERATI
Gro sELATAT{,
\

W
SYAIIRAIII

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 

di Buntok

#%.is

o\ /-+fX- -1\r,QH*
SETDA

22 November

22 November
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